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SKEMA SERTIFIKASI KLASTER
PELAYANAN GIZI MASYARAKAT

Skema sertifikasi klaster pelayanan gizi masyarakat adalah skema sertifikasi yang
dikembangkan oleh komite skema LSP P1 Universitas Ngudi Waluyo (UNW) untuk
memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan Program Studi Gizi
Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Kemasan kompetensi yang
digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republiik Indonesia
Nomor 156 Tahun 2019 Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional
Indonesia kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial golongan pokok
aktivitas kesehatan manusia bidang nutrisionis. Skema sertifikasi ini digunakan
sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP P1 UNW

dan memastikan kompetensi pada pekerjaan pelayanan gizi masyarakat.
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1. Latar Belakang

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan
bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi
yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman kerja, diklat, dsb.
Penerapan asuhan gizi terstandar merupakan salah satu keahlian yang
harus dimiliki oleh seorang nutrisionis. Asuhan gizi terstandar penting
untuk dilakukan agar pelayan gizi yang diberikan aman, efektif, dan
berkualitas tinggi, serta hasil yang dicapai dapat diprediksi dan terarah.
Pengenalan asuhan gizi terstandar di Indonesia dilakukan oleh AsDi pada
tahun 2006. Sebelumnya asuhan gizi dilakukan sangat beragam oleh ahli
gizi berdasar penuntun atau pedoman diet yang ada. Proses asuhan gizi
terstandar merupakan proses terstandar dalam memberikan pelayan gizi
bagi klien sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas asuhan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kebutuhan tenaga kerja dalam
pelaksanaan pelayanan gizi masyarakat.

Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompetensi di
instansi kesehatan, instasi pendidikan, lembaga penelitian, dsb yang
banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.

Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi bagi peserta
didik di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.

Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja
nasional, regional, dan internasional di sektor gizi yang terampil dan
memiliki keahlian dalam pelayanan gizi berbasis asuhan gizi terstandar.
Saat ini penyelesaian masalah gizi sudah diarahkan untuk semuanya
berdasarkan asuhan gizi terstandar. Hal ini membuktikan betapa
pentingnya pengetahuan dan keterampilan di bidang pelaksanaan
pelayanan gizi masyarakat

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

2.1.

Ruang lingkup pengguna hasil sertifikassi kompetensi ini meliputi peluang

kerja di sektor gizi (kesehatan).



2.2.

Lingkup isi skema ini meliputi sejumiah unit kompetensi yang dilakukan uji
kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan pelaksanaan

pelayanan gizi masyarakat

. Tujuan Sertifikasi

31.

3.2.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Memastikan kompetensi kerja pada pelaksanaan pelayanan gizi
masyarakat
Sebagai acuan dalam melaksanakan assessmen oleh LSP P1 UNW dan

asesor kompetensi

. Acuan Normatif

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 156
Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial
Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Nutrisionis
Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017
tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi
Profesi

. Kemasan/ Paket Kompetensi

5.1.
5.2.

Jenis Skema  : Klaster
Nama Skema : Pelayanan gizi masyarakat

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi

1 Q.86NUTO00.001.1 | Menyusun rencana kegiatan pelayanan gizi




masyarakat

2 Q.86NUT00.003.1 | Melakukan pengkajian riwayat konsumsi

pangan

3 Q.86NUT00.004.1 | Melakukan pengkajian status gizi dengan

pengukuran antropometri

4 Q.86NUT00.005.1 | Melakukan  pengkajian  perilaku  gizi

seimbang

5 Q.86NUT00.006.1 | Melakukan skrining gizi pada ibu hamil dan
ibu menyusui

6 Q.86NUT00.007.1 | Melakukan skrining gizi pada balita dan
anak

7 Q.86NUT00.008.1 | Melakukan skrining gizi pada wanita usia
subur (WUS) dan remaja

8 Q.86NUT00.009.1 | Melakukan skrining gizi pada dewasa dan

lansia

9 Q.86NUT00.017.1 | Melakukan intervensi gizi dalam rangka

penganggulangan masalah gizi

10 | Q.86NUT00.018.1 | Melakukan asuhan gizi pada kelompok atau
populasi

11 | Q.86NUT00.019.1 | Mengembangkan MP-ASI lokal  di

masyarakat

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1.

6.2

Mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan semester 7 Program Studi Gizi /
Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo dan telah lulus mata ki‘)ﬁ’@i‘éf i/i‘.(!
Blok Gizi Klinik, Blok Gizi Daur Hidup B\’}S"
Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah praktik belajar

lapangan Blok Gizi Daur Hidup dan Blok Gizi Klinik

7. Hak Pemohon Sertifikasi Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

T:1;

Hak Pemohon
7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi

sesuai dengan skema sertifikasi



7.2.

712,
7.1.3
7.1.4.
7.1.8.

Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi

Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan berkompeten

Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1.
r.2.2.

T:2:3.

7.2.4.

Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat
kompetensi

Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang
diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggung
jawabkan

Mentaati kode etik profesi

8. Biaya Sertifikasi
Biaya sertifikasi untuk skema Klaster Pelayanan gizi masyarakat sebesar Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

9. Proses Sertifikasi

9.1.

Proses Pendaftaran

9.1.1.

9.1.2.

LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi
sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses
sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya
sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi
Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) yang
dilengkapi dengan bukti:

Surat keterangan aktif sebagai mahasiswa Program Studi S1 Gizi
Fotocopy sertifikat/surat keterangan praktek kerja lapangan !%;bR\

Gizi Daur Hidup dan Blok Gizi Klinik l\iN
KHS mahasiswa minimal semester 1 s/d VI Program Studi S1 Gle

dan telah lulus mata kuliah Blok Gizi Klinik, Blok Gizi Daur Hidup,;
Foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 (2 lembar)
dan 3X4 ( 2 lembar)

Fotokopi Kartu Mahasiswa
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9.2.

f.  Foto kopi Kartu Tanda Penduduk
g. Bukti pembayaran Uji Kompetensi

9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan
dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)

9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk
penilaian.

9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa
peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
skema sertifikasi.

9.1.6. Pemochon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai
peserta sertifikasi.

Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk
menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah
dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukdti
terdokumentasi untuk memastikan kompetensi

9.22. LSP menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan
asesmen

9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan
perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan
dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan

9.24. Asesor menjelaskan, membahas, dan mensepakati rincian
rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari
dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen
asesmen mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti
tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.26. Peserta yang sesuai persyaratan bukti dan menyatakan
kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut

asesmen/uji kompetensi.



9.3.

84.

Proses Uji Kompetensi

9.3.1.

932

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat
dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung /
praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan,
verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal
dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema
sertifikasi

Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP

Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk
memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang
diperlukan untuk memperiihatkan kompetensi telah memenuni
aturan bukti VATM

Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti
VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi
aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan

rekomendasi kepada LSP

Keputusan Sertifikasi

9.4.1.

942

9.4.3.

LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses
uji kompetensi mencukupi untuk:

a. Mengambil keputusan sertifikasi
b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding

Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim
teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan
informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji
kompetensi

Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi
harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam
proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan

sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP






